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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG
SEBAGAI DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Bandung sebagai Daerah
Otonom perlu menetapkan kewenangan Daerah Kota Bandung yang
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Kota Bandung sebagai daerah otonom perlu menetapkan
rincian kewenangannya;

c. bahwa sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950  tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar  dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan
Wilayah Daerah);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1999 Namor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 104 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

9. Peraturan Daerah Nonior 10 tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN
KEWENANGAN DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAI DAERAH OTONOM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

e. Kewenangan Daerah adalah Kekuasaan dan Hak Daerah untuk menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kewenangan daerah Kota Bandung mencakup 11 kewenangan wajib sesuai
dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 13
kewenangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah;

(2) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini;

(3) Rincian Kewenangan Daerah Kota Bandung yang tidak/belum dapat
dilaksanakan serta perlu dikerjasamakan dengan Pemerintah Propinsi, dirinci
lebih lanjut dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini;

(4) Apabila kewenangan dan rincian kewenangan yang belum tercantum dalam
lampiran I Peraturan Daerah ini tetapi ternyata Daerah Kota Bandung dapat
melaksanakannya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Daerah
Kota Bandung dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Daerah ini,
apabila Daerah Kota Bandung telah siap dan mampu untuk melaksanakannya,
maka kewenangan dimaksud beralih kembali menjadi kewenangan Daerah Kota
Bandung setelah ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Pasal 3

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Peraturan Daerah ini,
Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan
kemudian oleh Pemerintah Pusat sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas
pembentukan dan kewenangan lintas Kabupaten Kota yang dikerjasamakan antar
daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal  7  Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA
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Diundangkan di Bandung
pada tanggal  7  Maret 2001

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D
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